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Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PBB P2 
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Lampiran 4. Contoh SPPT PBB P2 Wajib Pajak Kabupaten Buleleng. 
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Lampiran 5. Dokumen Tunggakan PBB P2 Milik Wajib Pajak. 
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Lampiran 6. Transkip Wawancara 

WAWANCARA 1 

Informan   : Ida Bagus Perang Wibawa , S.E., M.AP. 

Jabatan   : Penagihan Pajak Daerah Dan Evaluasi 

Hari, Tanggal Wawancara  : 10 Mei 2021 

Waktu    : 15.30 Wita 

 

TEKS WAWANCARA 

Pewawancara  : Om swastyastu bapak, saya mahasiwi Undiksha 

yang sempat menghubungi bapak lewa WA untuk 

melakukan wawancara terkait penelitian saya di BPKPD.  

Informan :  Nggih dik, silahkan dimulai saja langsung. Tentang 

apa ya dik? 

Pewawancara  :  Judul penelitian saya Analisis Efektivitas Kebijakan 

Pemerintah Daerah Terkait Pemungutan PBB P2 Pada 

Masa Pandemi pak.  

Informan : Kebijakannya Surat Edaran Bupati No. 

900/064.2/2020 berarti ya? 

Pewawancara  :  Nggih bapak 

Informan  : Nggih langsung mulai saja dik 

Pewawancara : Nggih terima kasih bapak, pertanyaan saya yang 

pertama itu Bagaimana bentuk penerapan / SOP dari 

kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di 

masa Pandemi COVID-19? 
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Informan  :  Terima kasih dik, sebelumnya saya akan cerita  

sedikit tentang Surat Edaran sebagai kebijakan pemerintah 

daerah di Kabupaten Buleleng. Menyikapi masa pandemi 

kemampuan bayar masyarakat berkurang karena ada 

beberapa sektor yang terpengaruh keras sekali. Dengan 

adanya pandemi. Kita (Pemerintah Daerah) membuat surat 

edaran Bupati No. 900/064.2/2020 yang isinya kebijakan 

pemungutan pajak daerah dalam rangka Covid-19. Seperti 

relaksasi pajaklah ya, di sektor PBB itu atas sanksi 

administrasi berupa denda, sebelum tahun pajak 2020 

dilakukan penghapusan. Jadi kita hapus takedown langsung 

denda pajak dibawah 2020. Dan nilainya material juga 

mungkin hampir senilai 300 miliar. Tujuannya tentu untuk 

meringankan beban tambahan masyarakat atas sanksi denda 

dan disisi kamipun ingin collect penagihan. Karena denda 

ini kan income yang cukup besar. Dan Karena banyak 

masyarakat yang tidak membayar pajak terutama PBB 

dimana dendanya cukup tinggi. Harapannya dengan 

penghapusan denda ini masyarakat mau membayar PBB P2 

dari tahun tahun lalu. Nah, itu harapan kita.  

Mengenai penerapan SOP, sebenarnya di sisi penagihan 

pajak tidak ada yang berubah dik, tetap saja, Hanya 

database yang kita rubah. Di sistem kita sudah takedown 

denda hingga yang ada hanya pokok pembayaran PBB P2. 

Jadi ketika sistem kita rubah berdasarkan surat edaran 

Bupati tersebut, tagihan di Bank maupun di tempat 

pembayaran yang telah disediakan hanya berupa pokok 

saja. Secara SOP tidak ada yang kami rubah. Jadi wajib 

pajak melakukan pembayarannya ke Bank, dalam persepsi 

kita yaitu Bank BPD Bali dan kita juga buka kanal 

pembayaran pada PT Post, LPD, Sedahan dan atas 

pembayaran tersebut, langsung masuk ke dalam kas daerah. 
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Justru dengan SOP yang tidak berubah ini tentunya 

penerapannya lebih mudah dengan adanya Surat Edaran di 

masa pandemic Covid-19. 

Pewawancara : Bagaimana prosedur pelayanan kebijakan 

pemerintah daerah terkait pemungutan pajak bumi 

bangunan Perdesaan dan perkotaan di masa pandemi 

COVID-19? 

Informan :  Kalau untuk prosedur pembayaran masyarat kan 

tidak ada perubahan pelayanan seperti yang saya katakan 

tadi, tetapi untuk mayarakat yang datang ke kita biasanya 

itu mengurus mutasi, seperti merubah nama atau memecah 

kepemilikan dan atas dokumen dokumen tersebut 

masyarakat juga tentu membutuhkan pelayanan PBB P2. 

Prosedurnya ya silahkan mendownload aplikasi kita ada di 

web ya dik, silahkan daftarkan dan pihak kita download, 

mengingat masa pandemi nih, dan kita juga membuka 

ruang untuk masyarkat yang gaptek gaptek (kurang 

mengetahui cara menggunakan teknologi) kita siapkan juga 

keranjang untuk menaruh berkas berkas pengajuan mutasi, 

yang kemudian kita ambil. Itu berdinamika karena 

mengingat Buleleng terkadang masuk ke dalam zona 

merah, Orange dan hijau ya. Hanya prosedur pelayanannya 

ya seperti itu, mengindahkan suasana Pandemi Covid-19 

dengan menerapkan protokol kesehatan. Terkait 

pemungutan PBB P2, sebenarnya pemungutan itu dapat 

dikatakan serangkaian kegiatan yang menyangkut 

pendataan, penetapan, penagihan dan monitoring evaluasi. 

Dan serangkaian kegiatan tersebut tentunya tetap 

memperhatikan protokol kesehatan. Dengan menggunakan 

masker, handsanitiser, jaga jarak, blocking meja seperti di 

depan itu, begitu dik.  
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Pewawancara : Apakah penerapan kebijakan Pemerintah Daerah ini 

mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan 

Dimasa Pandemi Covid-19? 

Informan : Mampu, sangat mampu. Oleh sebab itu penerimaan 

PBB P2 pada triwulan ke IV tercapai. Di tengah pandemi 

COvid-19, target kita tercapai meskipun secara keseluruhan 

agregat target kita terkoreksi dan itu bisa dilihat pada 

dokumen realisai target dan penerimaan daerah pada masa 

pandemic tahun 2020. meskipun di tengah tengah pandemi, 

syukurnya masyarakat tidak hanya berfikir perut mereka 

makan, tetapi juga melakukan pembayaran pajaknya, dan 

itu tentu dikarenakan kesadaran masyarakat yang 

meningkat akibat adanya surat edaran Bupati terkait 

penghapusan sanksi administrasi berupa denda ini. Untuk 

penetapan target sebenarnya kita lihat dari total SPPT yang 

kita cetak dengan situasi sebelum ada pandemic Covid-19. 

Dan target tersebut juga melihat peningkatan realisasi dari 

tahun tahun sebelumnya di awal tahun. Tapi ternyata tau 

tau bulan maret 2020 terkena Pandemi, Harapan kita 

sebenarnya juga sudah serat serat basah (pesimis) terhadap 

penerimaan hingga kita menargetkan Rp.18.500.000.000 

tetapi nyatanya tercapai hingga Rp.22 miliar syukurnya, 

begitu. Jadi bisa dikatakan kebijakan ini efektive melihat 

penerimaannya yang sudah melebihi target. bukti bahwa 

kebijakan ini dapat meningkatkan realisasi sebenarnya bisa 

dilihat dari kapan berlakunya kebijakan ini, Yaitu bulan 

April, pada Triwulan II. Dari triwulan II hingga III bisa 

dilihat terdapat peningkatan realisasi, sedangkan tanpa 

kebijakan ini mungkin saja penerimaannya akan tetap atau 

tidak sebesar Rp. 10 Miliar.  
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Pewawancara : Apakah dengan adanya Kebijakan Pemerintah 

daerah Kabupaten Buleleng, efektivitas pelayanan dan 

kinerja petugas pemungut PBB P2 semakin baik dan 

meningkat? 

Informan : Efektivitas pelayanan dan kinerja, tentu semakin 

baik dan meningkat karena itu memang arahan setiap pagi 

kepada staf yang bertugas memberi pelayanan dan 

melakukan penagihan. Arahan tersebut kami namakan 

maklumat, yang mana kita tekankan bahwa kita harus 

memberikan pelayanan sepuas puasnya, masyarakat 

mengharapkan hati kita berikan jantung. Hal itulah yang 

ingin kami gelorakan. Apalagi dengan pandemi Covid-19, 

kami berharap pelayanan kami bisa mengobati mayarakat 

dalam teknis penagihan. Yang awalnya kita seperti “ngebug 

kulkul” di desa supaya masyarakat berkumpul dan 

membayar pajak kini kita door to door, jadi kita lebih 

efektive karena langsung mencari ke rumahnya. Jadi tanpa 

kerumunan. kita yang mendatangi masyarakat dan saya 

sendiri bahkan melakukan pengadaan ‘facesil’ dan 

membawa handsanitiser. Datang ke masyarakat hingga 

masyarakat nyaman dan merasa senang. Kita pun memiliki 

mobil keliling yang menggunakan Toa, Dengan Toa 

tersebut kita buat pengumuman agar masyarakat 

mengetahui kedatangan kita. Dengan membuat spanduk 

dan membawa segala perlengkapan seperti laptop, printer 

dan modem agar pelayanan bisa dilakukan di mobil 

tersebut. 

Pewawancara  : Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan 

kebijakan pemerintah daerah terkait Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten 
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Buleleng pada masa pandemic COVID-19? Serta apa solusi 

dari kendala tersebut? 

Informan  : Kendala yang dihadapi yaitu kemampuan bayar  

masyarakat, itu sudah pasti karena Pandemi ini 

menyebabkan perekonomian hampir semuanya rubuh. 

Pekerja suasta rubuh dan banyak imigran kita yang di 

Denpasar pulang ke daerah , hotel di Buleleng pun juga 

hampir sebagian besar tutup dan pegawainya dirumahkan. 

Jadi ya apalagi mereka bayar PBB ya, beli beras saja susah 

. Tapi ya tidak masalah, tujuan penerapan kita ingin 

meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dengan penghapusan denda, kadang ada 

memang selentingan masyarakat yang mengatakan kepada 

kami, “pak de nak teke nagih pajak. Takonin malu , saya be 

ngidang meli roko sing? Saya be meli beras sing?” begitu. 

Dan itu saya hadapi, ya memang dalam penerapan 

kebijakan ini tidak 100% mulus tetapi ada beberapa segmen 

, beberapa desa yang partisipasinya tinggi. Hingga sulit 

mengontrol dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya 

karena harus menghindari kerumunan. Tapi ya kadang ada 

juga masyarakat yang kita datangi tetapi menanyakan 

bantuan pemerintah berupa bantuan dari pemerintah, dan 

itu ada.  

Solusinya ya tetap kami informasikan bahwa denda atas 

PBB P2 dihapuskan. Kadang ada satu wajib pajak yang 

menunda pembayaran denda selama 5 tahun, dan itu kita 

datangi, negosiasi yang kami lakukan, ya kami anjurkan 

dari pada bapak atau ibu kehilangan kesempatan lebih baik 

tentunya membayar hanya 2 tahun atau beberapa tahunlah 

dari tunggakannya dari pada tidak membayar sama sekali, 

kalau dilunasi syukur kalaupun dicicil pun tidak apa. Dan 
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ini merupakan sebagai nilai tawar kita dengan masyarakat 

yang memiliki kendala pembayaran. Solusinya kami tetap 

kami lakukan sosialisasi terkait penghapusan sanksi 

administrasi, agar masyarakat sadar untuk melunasi 

tunggakan pajaknya, dan apabila tidak mampu pun, kami 

siapkan pilihan untuk mencicil tunggakan tersebut dengan 

membayar beberapa tahunnya saja sampai Desember, siapa 

tahu dibulan bulan berjalan pada masa Pandemi 

memperoleh hasil panen dan lain lain hingga masyarakat 

memiliki kemampuan untuk melunasi pajaknya yang 

terhutang dan memanfaatkan adanya kebijakan ini. Namun 

ya tetap saja, semua kembali kepada masyarakat ya.  

Pewawancara  : Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah 

Kabupaten Buleleng terkait pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada masa 

pandemi COVID-19?  

Informan  :   Efektivitas ini kan bisa dilihat dari realisasi yang 

tercapai dan pertumbuhan penerimaan setiap bulan ya, dan 

sudah saya katakana tadi bahwa tentunya kebijakan 

pemerintah ini tentu sangat efektive karena kan target kita 

terpenuhi diluar ekspektasi. 

Pewawancara :  Mengapa terjadi peningkatan target realisasi PBB 

P2 dari triwulann II Ke III ? 

Informan  : Karena memang bahasa hukumnya target memang  

harus ditingkatkan. Memang diamanahkan sebenarnya 

untuk meningkatkan realisasi seperti itu. Dan itu 

sebenarnya hanya berupa alat ukur. Biasanya target 

ditetapkan 2 kali, target induk di awal tahun dan di maret 

jika memang diperlukan. Perubahan ada di bulan Oktober, 

disana ada evaluasi target. Seperti pada saat ini kana da 
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kejadian Pandemi Covid-19 jadi kita melakukan koreksi 

terhadap target dan perubahannya di kita turunkan menjadi 

Rp. 18 Miliar.    

Pewawancara  : Mengapa Target Realisasi PBB P2 tidak ditargetkan 

meningkat atau mengalami peningkatan dari Triwulan III 

ke triwulan ke IV? 

Informan : Karena di ruang itu sudah tidak ada waktu untuk  

menentukan atau membuat target lagi. Karena pada saat 

penentuan target sebenarnya sudah dipatok untuk senilai 18 

Miliar. Biasanya penetapan Induk diawal tahun tapi proses 

penetapannya itu dari saat tahun berjalan hingga mulai 

sidang yaitu biasanya Bulan Maret. jadi penetapannya bisa 

ditetapkan berapa pada Bulan Maret. 

Pewawancara :  Mengapa Target realisasi PBB P2 tercapai pada saat 

Triwulan ke IV serta apa yang mempengaruhi hal tersebut?  

Informan  : Yang mempengaruhi hal tersebut ya, karena Adanya  

Surat Edaran Bupati yang memicu peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak karena dendanya 

terhapus. Pelayanan yang door to door, dimana staf 

langsung mendatangi masyarakat untuk menawarkan 

program pemerintah. Bahkan hingga ke gunung gunung ke 

wilayah pelosok singaraja. Karena pelayanan menggunakan 

mobil keliling, ‘Yan Starpa’ sehingga banyak masyarakat 

yang berminat dan memiliki kesadaran untuk membayar 

pajaknya. 

Pewawancara : Menurut Bapak, apakah kebijakan tersebut efektive 

sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mencapai 

target pemerintah Kab Buleleng dalam memenuhi target 

realisasi PBB P2 pada Masa Pandemi Covid-19?  
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Informan :  Ditengah masa pandemic, tentu saja efektive, 

buktinya ya bisa dilihat dari pertumbuhan penerimaannya, 

bahkan realisasinya lebih dari target yang ditentukan. 

Dengan SE ini data tempur kita dalam melayani juga 

semakin tinggi. 

Pewawancara  :  Mengapa di Tahun 2021 Kebijakan terkait  

penghapusan sanski administrasi terkait pungutan pajak 

daerah tidak dilanjutkan atau diperpanjang kembali 

meskipun Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga 

sekarang? 

Informan  :  Dari pihak kita (BPKPD) sebenarnya sudah  

mengajukan agar kebijakan ini diperpanjang lagi, tetapi ini 

adalah kebijakan pemerintah daerah dan dalam 

memutuskan hal ini ada campur tangan bupati dan atasan 

kami, dan kami sudah mengusulkan hanya memang tidak 

dilanjutkan kembali dan atas putusan itu kami juga tidak 

ingin terlalu mencampuri, Hanya saja untuk tahun ini kami 

menyiapkan doorprice untuk masyarakat. Jika ada 

masyarakat yang tepat waktu melunasi pajaknya, itu NOP 

mereka akan diundi. Dan hadiahnya berupa Kulkas, sepeda 

motor banyak lah. Programnya baru saja berjalan. Begitu.  

Pewawancara  : Nggih, terima kasih atas penjelasannya bapak. 

Tyang rasa sudah semua pertanyaan tyang terjawab.  

Narasumber :  Nggih dik 

Pewawancara  :  kalau begitu tyang pamit nggih pak, lain kali 

mungkin tyang kesini lagi jika ada berkas atau data data 

yang tyang perlukan. 

Narasumber :  Nggih dik, silahkan. Terima kasih nggih. 
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WAWANCARA 2 

Informan   : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi S.E., M.AP  

Jabatan   : Ka.Subid Pelayanan Pajak Daerah  

Hari, Tanggal Wawancara  : 11 Mei 2021 

Waktu    : 09.00 Wita 

 

TEKS WAWANCARA 

 

 

Pewawancara  :  Selamat pagi Ibu, Saya mahasiswi Undiksha yang 

waktu niki datang ke BPKPD untuk mencari data penerimaan 

PBB P2 bu.  

Narasumber :  Nggih dik, ada keperluan apa lagi nggih? 

Pewawancara :  Saya ingin melakukan wawancara untuk membahas 

mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pemungutan 

PBB P2 pada masa Pandemi di tahun 2020 bu.  

Narasumber :  Oh iya, silahkah duduk dik. Saya narasumbernya 

ya? 

Pewawancara :   Nggih bu.  

Narasumber :  Ada daftar pertanyaannya dik? Biar ibu siapkan 

dulu jika ada data data yang bisa digunakan untuk menjawab 

pertanyaan adik.  

Pewawancara :  Nggih ada bu, Niki Pertanyaanya. 

Narasumber  :   Nggih dik, seputar kebijakan penghapusan sanksi 

administrasi PBB P2 ya 

Pewawancara :   Nggih bu 

Narasumber :   Nggih ibu siapkan dulu data datanya. 

 

Narasumber :   Ngigih bisa dimulai dik, silahkan bertanya. 

Pewawancara :   Nggih bu, Terima Kasih atas kesempatanya. Jadi 

pertanyaan pertama saya itu, Bagaimana bentuk penerapan 

kebijakan pemerintah daerah terkait pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di 

masaPandemi COVID-19? 

Narasumber :  Sebelumnya, Jadi memang di masa pandemi ini  

dampaknya tidak hanya di sektor pariwisata saja tetapi juga 
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berpengaruh di seluruh lini. Kami BPKPD Kabupaten 

Buleleng yang notabenya mengelola 11 jenis pajak daerah 

yang didalamnya ada pajak Hotel, restoran, hiburan dan 

termasuk PBB P2 juga mengalami dampak pengaruh dari 

Pandemi Covid-19. Pandemi ini terasa di pertengahan bulan 

ketiga yaitu bulan Maret Tahun 2020. Jadi kita di 

Pemerintah Daerah diawal tahun sudah menetapkan 

anggaran, berapa target kita untuk tahun 2020. Ternyata 

dalam perjalannya di Bulan Maret kita mengalami situasi 

(Pandemi Covid-19) yang dialami seluruh dunia. Jadi 

terhadap anggaran Kita (Pemerintah daerah) harus merevisi 

kembali dan melakukan beberapa perubahan terkait 

angggaran anggaran tersebut. Terkait dengan kebijakan, 

pemerintah daerah mengeluarkan Surat Edaran Bupati 

Nomor: 900/064.2/2020. Tentang Kebijakan Pemungutan 

pajak daerah Dalam rangka penanganan dan pencegahan 

Pandemi Covid-19. Khusus Untuk PBB P2, kita ada 

relaksasi pajak yang pertama yaitu penghapusan sanksi 

administrasi atas tunggakan PBB sebelum tahun 2020. Saat 

kita mencetak tunggakan PBB P2, pada kenyataanya tidak 

semua wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya disetiap 

tahun mungkin karena tidak ada dana atau keterbatasan 

dalam hal belum memperoleh SPTT, jadi beberapa pajak di 

tahun tahun yang telah lewat ada yang belum terbayarkan. 

Dan atas denda tersebut kita hapuskan, biasanya batas 

terakhir pembayaran itu bulan September. Namun apabila 

Wajib pajak membayar PBB lewat dari jatuh tempo, 

tentunya wajib pajak akan dikenakan denda senilai 2% 

begitu seterusnya denda bertambah setiap bulannya sampai 

di tahun ke 2, 48% denda tersebut baru berhenti. Terhadap 

denda denda tersbutlah kita hapuskan. Berikutnya, jatuh 

tempo PBB P2 untuk tahun 2020, diperpanjang hingga 
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desember 2020. Biasanya jatuh tempokan akhir September, 

tetapi melalui kebijakan ini Jatuh temponya hingga 

Desember, itupun dengan denda yang dihapuskan.  

Pewawancara : Bagaimana prosedur pelayanan kebijakan  

pemerintah daerah terkait pemungutan pajak bumi 

bangunan perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) di masa 

pandemi COVID-19? 

Narasumber  :  Jika dari prosedur pelayanan, yang namanya  

pandemi kan sangat dikhawatirkan sekali untuk 

berkerumun. Jadi kita betul betul membatasi ruang gerak 

kita dalam ruangan. Pelayanan pun kita batasi. Kebetulan 

disini di BPKPD ada loket pembayaran dari Bank BPD dan 

sudah menerapkan protokol kesehatan. Jumlah masyarakat 

yang ada dalam ruangan pula kita batasi. Pelayanan kita 

pun tidak hanya di kantor pusat melainkan juga di UPTD. 

UPTD merupakan perpanjangan tangan dari BPKPD yang 

sudah memiliki wilayah kerjanya masing masing. Misalnya 

di UPTD I membawahi kecamatan Kubutambahan, 

Tejakula dan Sawan, UPTD II ada Buleleng, Sukasada , 

Banjar. Sedangkan UPTD III Seririt, Busung Biu dan 

Gerokgak. Jadi mereka sudah memiliki tanggung jawab dan 

tugas masing masing di setiap 3 Kecamatan tersebut. 

Karena masa pandemi tentu tidak dipernolehkan untuk 

berkerumun sedangkan kita harus tetap melakukan 

pelayanan ke masyarakat mengingat luasnya wilayah 

Kabupaten Buleleng tidak mungkin kita menunggu 

masyarakat untuk datang ke kita, jadi dari pihak kita 

(BPKPD) yang menjemput bola datang ke mayarakat untuk 

memberikan pelayanan dengan melihat zonasi di desa mana 

yang aman dan tidak terkena zona merah. Kita mencari 

desa desa yang memang aman dan tetap melaksanakan 
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protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, 

handsanitiser , dan menjaga jarak. Pegawai di setiap UPTD 

terjun dan turun ke lapangan dengan menggunakan mobil 

pelayanan ‘Yan Starpa’.  

Pewawancara :  Apakah penerapa kebijakan Pemerintah Daerah ini  

mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan 

Dimasa Pandemi Covid-19? 

Narasumber  :  Iya, Kebijakan relaksasi pajak sesuai dengan Surat  

Edaran Bupati No. 900/064.2/2020 tersebut secara umum 

memang bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah di 

sisi PBB P2. Kenapa bisa kami katakan demikian karena 

dari target yang dianggarkan sebesar 1Rp. 18.250.000.000 

itu sudah tercapai melebihi senilai Rp. 22.395.521.690. Jadi 

masyarakat tentunya semangat karena ada relaksasi PBB P2 

ini memberi keringanan hingga masyarakat bisa membayar 

pokok tagihan pajaknya saja.  

Pewawancara : Berapa Jumlah Wajib Pajak Yang memanfaatkan  

Kebijakan Ini Di Tahun 2020? 

Narasumber : Kalau untuk jumlah wajib pajak yang  

memanfaatkan kebijakan ini tentunya sebagian besar 

masyarakat memanfaatkannya karena kesempatan 

penghapusan ini pertama kali dilakukan di tahun 2020 dan 

sebelumnya belum pernah dilakukan penghapusan denda 

atau sanksi administrasi terkait PBB P2. Jadi banyak 

masyarakat yang sudah melunasi tunggakan pokoknya. 

Kalau dilihat dari persentasi mungkin sebentar saya check 

datanya. Nanti saya kasi tau datanya, karena datanya harus 

melalui sistem baru bisa terbaca.  
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Pewawancara : Apakah Terdapat Peningkatan Jumlah Wajib Pajak  

yang membayar pajak jika dibandingkan dengan tahun 

2019? 

Narasumber  :  Kalau untuk peningkatan jumlah wajib pajak  

tentunya pasti ada peningkatan, karena banyak sekali kita 

melakukan proses pelayanan mutasi di setiap tahunnya. Itu 

sangat banyak, dan dari sana kita bisa melihat NOP yang 

tadinya global kini banyak terpecah. Apalagi saat ini 

banyak ada rumah Subsidi dan pengembangan tanah berupa 

kavling tanah. Otomatis dari perpecahan NOP tersebut 

jumlah SPPT meningkat dan jumlah wajib pajaknya juga 

meningkat.  

Pewawancara  :  Apakah dengan adanya Kebijakan Pemerintah  

daerah Kabupaten Buleleng, efektivitas pelayanan dan 

kinerja petugas pemungut PBB P2 semakin baik dan 

meningkat? 

Narasumber  :  kalau dari sisi pelayanan, dapat saya katakan bahwa 

efektivitas dari kinerja dari petugas pemungut PBB P2 

semakin meningkat mengapa demikian karena di setiap 

petugas pemungut yang bertugas memberikan pelayanan 

tersebut sudah memiliki wilayah tugas kerja masing masing 

jadi petugas tersebut hanya tinggal focus bekerja di UPTD 

terkait. Jadi sedahan yang ada di UPTD tersebut bisa fokus 

bekerja di wilayah masing masing untuk door to door 

melakukan pemungutan pajak terkait PBB P2. 

Pewawancara :  Mengapa terjadi peningkatan target realisasi PBB  

P2 dari triwulann II Ke III ? 

Narasumber  :  Jadi satu triwulan itu kan 3 bulan ya, Triwulan I itu  

dari January sampai dengan Maret. Nah, di Maret itu kita 
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mengalami situasi Pandemi Covid-19 yang mana banyak 

hotel yang sudah tutup, kemudian dari sisi pendapatan 

masyarakat yang berkurang. Kami berfikir target yang 

tadinya kita tetapkan untuk PBB P2 sebesar Rp. 

29.000.000.000,- itu kita turunkan saja menjadi Rp. 

9.000.000.000,- karena kita tidak tahu kemampuan 

masyarakat seperti apa nanti dalam membayar pajak. 

Kemudian, kita mengeluarkan relaksasi pajak ini dalam 

Surat Edaran Bupati No.900/064.2/2020. Ternyata dengan 

Surat Edaran ini respon masyarakat baik dalam membayar 

pajak. Jadi masyarakat merasa ada keringanan. Pemerintah 

memberi keringanan masyarakat yaitu dengan penghapusan 

sanksi administrasi berupa denda jadi bisa membayar 

pokok tagihan pajaknya, Trus kita lihat juga progres 

pembayarannya setiap bulan meningkat, Hingga di triwulan 

ke III kita tingkatkan targetnya menjadi Rp. 

18.250.000.000. Target tersebut dibuat berdasarkan progres 

peningkatan penerimaan PBB P2 sebenarnya.  

Pewawancara  :  Mengapa Target Realisasi PBB P2 tidak ditargetkan 

meningkat atau mengalami peningkatan dari Triwulan Ke 

III ke triwulan ke IV? 

Narasumber  :  Biasanya memang trend masyarakat tidak langsung  

membayar pajak saat SPPT baru tersebar. Jadi ketetapan 

target itu sebenarnya karena melihat perpanjangan jatuh 

tempo untuk pembayaran pajak di tahun 2020, Kan 

biasanya jatuh tempo PBB P2 itu bulan september di 

Triwulan III dan pengenaan sanksi biasanya pada Triwulan 

IV, biasanya trend masyarakat membayar pajak itu memang 

mendekati jatuh tempo, Jadi karena saat ini jatuh temponya 

diperpanjang target realisasinya dibuat pada saat triwulan 

ke III dan menetap hingga triwulan ke IV, melihat jatuh 



108 

 

 

tempo yang telah diperpanjang hingga desember, jadi untuk 

target kita tetapkan dari triwulan III.  

Pewawancara  :  Mengapa Target realisasi PBB P2 tercapai pada saat  

Triwulan ke IV serta apa yang mempengaruhi hal tersebut?  

Narasumber  :  Karena melihat jatuh tempo pembayaran yang  

diperpanjang hingga Desember, jadi masyarakat memiliki 

waktu lebih lama untuk membayar pajaknya melunasi 

kewajiban pajaknya sampai dengan desember. Mungkin 

sebelumnya, masyarakat memenuhi kebutuhan kebutuhan 

lainnya diawal tahun, di pertengahan kemudian di akhir 

tahun mereka melunasi kewajiban perpajaknya. Dan hasil 

ini pun (penerimaannya) sebenarnya luar biasa sekali diluar 

dari ekspektasi kami. Kami pun tidak membayangkan 

penerimaan akan mencapai di angka Rp. 22.000.000.000,- 

tetapi ternyata masyarakat meski di masa pandemi tetap 

tidak melupakan kewajiban membayar pajaknya. Jadi kami 

sangat mengapresiasi wajib pajak kabupaten Buleleng 

dalam membayar pajaknya.  

Pewawancara  :  Dilihat dari persentase antara target dan realisasi  

penerimaan PBB P2, Menurut ibu, apakah kebijakan 

tersebut efektive sebagai salah satu strategi pemerintah 

dalam mencapai target pemerintah Kab Buleleng dalam 

memenuhi target realisasi PBB P2 pada Masa Pandemi 

Covid-19?  

Narasumber  :  Tentu sangat efektive seperti yang saya katakan  

tadi bahwa kami tidak membayangkan bahwa realisasi akan 

mencapai angka Rp. 22.000.000.000,- dan jika 

dibandingkan dengan tahun 2019 kita realisai diakhir tahun 

senilai Rp.29.000.000.000,- jadi jika dikurangi dengan 

penerimaan di tahun 2020, bedanya hanya sekitar lagi Rp. 7 
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Miliar. Padahal kalau dari sisi target kita dari 2019 

targetnya 27.miliar tetapi di tahun 2020, menurun menjadi 

Rp. 18 miliar targetnya beda Rp, 9 Miliar, sedangkan 

realisasi beda 7 Miliar jadi tentu sudah sangat efektive ya 

karena selisih penurunnya lebih besar di target artinya itu 

diluat ekspektasi kita.  

Pewawancara  :  Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan 

kebijakan pemerintah daerah terkait Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten 

Buleleng pada masa pandemic COVID-19? 

Narasumber  :  Namanya suatu kebijakan yang baru tentunya kan  

mungkin tidak diketahui oleh semua masyarakat Buleleng 

ya. Dan yang namanya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan 

dan perkotaan kan  menyangkut tentang bumi dan 

bangunan, terkadang ada masyarakat atau wajib pajak 

Buleleng yang tidak tinggal di Kabupaten Buleleng namun 

memiliki investasi berupa bumi dan bangunan di Buleleng, 

sehingga ada beberapa masyarakat (wajib pajak)  yang 

belum mengetahui informasi ini meskipun dari kami pihak 

pemerintah daerah sudah menginformasikan mengenai 

kebijakan mengenai Surat Edaran Bupati No. 

900/064.2/2020 melalui media masa, media sosial dan kita 

sudah gaungkan bahwa kita pemerintah kabupaten Buleleng 

melakukan relaksasi berupa penghapusan sanksi berupa 

denda terkait PBB P2 di tahun 2020. Kendala lainnya juga 

terkadang, masyarakat sudah mengetahui kebijakan, ini 

namun karena keterbatasan dana untuk melunasi kewajiban 

perpajakannya. Masyarakat tersebut tetap tidak membayar 

pajak karena keterbatasan tersebut.  
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Pewawancara :  Nggih Ibu, Tyang rasa sudah cukup pertanyaan 

yang ingin tyang ajukan. Terima Kasih atas waktunya, lain 

kali mungkin tyang kembali lagi jika ada data data yang 

kurang nggih bu 

Narasumber :  Oke dik, sama sama. selamat ya. Terima Kasih 

kembali karena memang tugas saya memberikan pelayanan 

kepada masyarakat.  
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian. 
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